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:_ﬁ Pmses aiz}': ﬁekm!agz sebaga; pemng&m‘

Lebijaksanaon pembangunan  sulit berjalan

- dengan baik. - Pihak pvmziak beknologi lebik

sukn merzjadzkaiz penerimg teknologi Sefmgaz
konsumen “beloka. Adakalanya  pemilik
_teknologi’ bersedia  membuka rahasic
teimologmya tetapi dengen tarif royally yang
“finggi. Dengan demikion, pemerintoh tidak
' dapar mengetahui secare pasiz apokah benar

telah terjadi pengaliban teknologi.  Kenyataan
ini menunjukken, kebutvhan pengusanar
teknologi akan sulit terpenuki bila tidok adz
pengaturan yang memadai berkenaan dengen
proses alik teknologi.

Pendahvhian

Menarik sekali uraian Prangms Raillon dalam bukunya yang berjudul
*Indonesia” Tahun 2000°.

‘Buku itu menguias usaha yang dilakukan

Indonesia untuk menghadapi tantangan industri dan teknologi, Dalam buku
tersebut, Railion‘ mengatakan'

. bahwa di Indonesia kesadaran akan kebutuhen telunologi bukanlah hal
““vang baru. Yang baru hanyaloh keinginan memacu pemakazannya sejalan
dengan majunya indusirialisesi. Pemokaian teknologi dalam setiap produlsi
menjadi semakin besar: penguasaan ates prosesnya, adanva kemampuan untuk
menyesuaikon serta mengembangkan teknologi menjadi kewajiban mendasar.”

t Francois Raillon, Indonesia Tohun 2008 (Tantangan Teknologi dan Indusird), tegjemahan

Masir Tamara, {CV Haji Masagung : 19903, h. 54.

Juni 1993
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Sejalan dengan im, dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, mengenaz'_' "
Poia Umum _?embangunan Jangka Panjang, dmyatakan SRR

_ngzemm ekonomz mempunyaz arii; pengolahan ;!:ekuaa‘an ekonomz'.
otensial . menjadi . kekuatan. ekonomi .-viil . melalui . penanaman _modai, -
nen gu#aafz teknologi seria melaiuz penambahan kemampuan berorganisasi..
maﬂaje_men. Maka, Selama Indone_sic_x belum memil_iki .'s‘endiri fakror J
ut. dapat dtmmy“aatkun porensi-potensi_modal, asing, ‘teknologi
ahlian dari luar negeri sepanjang ; tidak mengakzbatkan kexerganmng
nmes .s'emz nazk merug:kan kepentmgan naswnal " P

-53mutlak_untuk memacl mdustrlahsasx Karenanya per‘tanya&n pokok yang-'
"dlajukan adalah bagaimana caranya? Dengan keterbatasan yang dimiliki -
Indones;a maka pemanfaatan potensi teknologi yang dimiliki negara-negara
indt '3*ma‘;u ‘melalui alih teknologi perlu -dilakukan untuk memacu
industrialisasi. Upaya alih teknologi menuntut adanya perangkat hukum yang
pasti “sehingga berbagai- kepentmgan pembangunan dapat da;amm :!dau
dilindungi sebaik-baiknya. "~ :
- ‘Sementara its, politik “hukum - “yang ‘terkandung daiam GBHN
mer gérahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan
iesadaran hulum rakyat yang berkembang menuju arah modernisasi,
menurut tmgkat—tmgkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga
tercapal ketertiban®dan kepastian hukum. Pembinaan dan pembangunan
hukum diarahkan agar ‘dapat memantapkan hasil-hasil pembangunan yang
telah” dxcapal serta ‘menciptakan -kondisi ‘yang 'lebih ‘mantap. “Dengan
'demikian, setiap ‘anggota masyarakat ‘dapat ‘menikmati suasana dan iklim
ketertiban “serta “kepastian hukum ‘yang berintikan keadilan, yang lebih
memberikan dukungan dan pengamanan kepada upaya pembangunan untuk
mencapai kemakmuran.

Sejalan dengan itu, tulisan ini akan mencoba mengupas sampai sejauh
mana perin diadakan perangkat hukum perjanﬁan yang berkaitan dengan alih
teknologi: : : :
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P&da jaman ‘Yunam %ekﬁologa dzm‘kan sebagaa “seni mEmMpPro u&:gg
alai-alai produksi dan menggundkannys. Kemudidn ‘berkembang mezagae%m
peaggmaan 1lmu peﬁgetahuan sesuai dengan ke%ﬁmhan manuéia. Bahkan ada

bagai ﬂze kmow-how of making tkmgs  Tuga dapat éiamksm
2 a%»zow-kow af doing. f?emgs dalam am Lemampuan untuk
me&ger_ga%:aﬁ' gesuaty ﬁenga.n hesil nilai yang itinggl. Baik nilai kegunasn
maupyn nilai jual,™ Dari vraian di atas dapat dikatakan, teknofogi adalah
pererapanilmu petigetehuan dalam memecatikan masalah prakeis baik hempg '
peranigkat keras iaupun perangkat luiidk, yaitu beropa metode atau teknik
pemecshan masalah. Jadi, pada hakekatnya tekiologi meliput ruang Tingkup
perangkat | keras maupun petangkat lunak. Sedangkan allh teknelog! adalak
penerapan tekrsoioga yang berasal dori negara taju (regara Industri). un
diloksanakan di Indonesia dalaom_uschs memacu industrialisasi, &pabﬂa
dgkaitkan dengan hakekat i:eknologx sebagaimana degebutkan di atas, maka
pf‘!ﬁ@&l&i} alih. teknologi tidak terbatas pada penguasaan. s&c&ra "tekﬂm
{technical JToow-how) atas teknologi yang dialihkan itw saja. Tani juga diikuti
penguasaan manajerial (managema! knﬁw-how), hahkan harus did&é&ﬂﬁg Gleh
miax»mlax tertentu. . :
- Teknologi- mewakxh suam mstem miaz teztenm karem ia mempakaﬁ
pr@duk sosial budaya dari suafn masyarakat tertentu.. Dengan. demikiar,
teknologi yang masuk melalui alih ieknologi membawa juga miaz«mlaz b ar,
sehmgga terjadi suatu proses transformasi nilai-nilai baru. e
- Persoalan alih teknologi berkaitan dengan pemilihan teknologi. ’E‘ekmﬂaga
y&ng ‘bagaimanaksh yang kita perlukan untuk kemajvan pembanguran
meningkatkan kesejahtersan masyarakat, mengejar ketinggalan kita. La.%u,
berdasarkan kriteria yang bagaimanakah teknologi yang kita periukan gerta
bagaxmanakah cara memperolehnya dan mengembangkannya.. Pemilihan
teknologi bukan merupakan. faktor produksi yang penting. Mungkin dapat
bahwa hal it tidak kalah penting dengan bahan baku, modal dan tenaga
keria. “Teknologi dihasilkan oleh manusia, terapi kemudion lermyata bahwe
igknologi. sebalilnya membentuk sifor-sifos. monusia yang Wﬂyfb@éﬂﬁ

* 31, Daud Silalabl, “Remrana Undapg- wm!ang Alik Te&zw!agi Psr&mdmgm Pcmpgkzrj"
Prisma. Na 4'1?1 XV, April 1987, h. 40

* paseetio Donoseputro, "Pendidikan, Iptek dan Pembangunzn®, Surabaya Fogd, 3 Agnstus -
1991, k. IV,
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: __dangan m@ﬁggamungkan keberhasﬂan pembangunan kepada pzhak: -
- megeri. Oleh  karena -tw, menurut: T. Mulya Lubis,” “Untuk memperoler =~
‘teknologiyang beuti- betul kita butuhkan dalom rangka pertumbuhan ekonoimi -

menjads sangat produlzif." -
\pabila teknologi dapat dzsetujm sebagai fakioa pmduksx mg};a;_g-

'_pamgembangan teknologl~ dapat - dijadikan @ perangkat kebijaksanaan’

pembangunan. Perangkat kebijaksanaan ini mengatur tujuan yang hendak

_dicapai melalui pengembangan teknologi dan karakter hubungan teknologi -
“sebagai fakior = produksi déngan faktor -produksi “lainnya. - Apabila.
'_pangembangan teknologi dianggap  sebagai. .perangkat- kebijaksanaan
-:_'pembangunan 'naka sulit mbayangkan kaiau pangembanwan te}mo}ogx mr"_

“kita, kita mmﬂaﬁc memerlukan rencane peﬂgembangan teknologi (teehmiogy
plonning)."> S :
o Masaiannya sekarang, apa saja elemen dari rencana pengembamgan
teknofogi tersebut? -Ada 3 (tiga) hal setidak-tidaknya ‘yang ingin dicapai,
"Pertama, importasi teknologi asing yang sesuai dengan kebutuhan.. Kedua;
p@ngembangam teknologi domestik melalui riset dan pengembangan (R- &D)
seria: penyedxaan tenaga ahli (skifi jformarion).  Ketiga, mengubah
kesenjangan antara negara maju dengan negara sedang berkembang.. ;%%
Penanaman modal asing di Indonesia amat berperan dalam memperi}@sar
industrialisast perekonomian Indonesia, Teknolog; asing masuk ke negara
kita dapat melalui fasilitas penanaman modal asing, di samping melalui
berbagai perjanjian bisnis. Ada semacam keyakinan bahwa pertumbuhan
ekonom? kita haruslah ditujukan pada penguasaan segala macam teknolog%_.-
Penguasaan teknologi merupakan jalan wniuk bergabung ke dalam jajaran
negara :industri ~baru- (NIB) di Asia, sepem Korea Selatan, Taiwan,
H@nakong dan Singapura. -
+¥Kalan memang -benar, apa yang dasebut negara mdustn itu identik
dengan penguasaan teknologi, maka bagi negara sedang berkembang, seperti
negara kita, jelas ada kebutuhan untuk menguasai teknologi. Dilema yang
dihadapi, tentu saja, adalah teknologi itu bukanlah sesuatu yang ‘murah.
Artinya, mereka yang ingin menguasai herus membayar mahal kepada

4 g

* T, Mulya Lubis, “4lik Telnologi: Antare Haorapan dan Kenvataan®, Prising, NHo. 4 Th.
XV, April 1887, k. 1.

¢ fbid.
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pemmk tekenologi (negara imdustri maju-aten perusahaan mul%masmnai}
Penentuan - harga jual teknologi hampir absolut berada di tangan pemilik
%ekmi@gl, dam pemheh ém&dgp‘%:an pa&a dua pi"hhan Memba%g atau miak
membeli. -
"Bﬂema iamnya, muﬁgkm t@kﬂﬁé@gl yang kifa - masu‘kkan Jusm

imengakibatkan keterganmungan teknologi, Pertumbuhan ekonomi memjadi

tidak sehat, karena kifa semata-mata dijadiken sasaran pemasaran tekmlsga
' 'asmg Negam»negam indusiri maju meupun perusdhaan multinasional akan

‘menjadikan ‘kekayasn Indonesia sebagai ‘sasaran pemasaran '{:eknoingmya

Karena i, kebutuhan akan rencana pengembangan te%mologa sepem
: 1 T Mulya Lubis dismuka, perlu dzkemﬁangka:u g W '
Kesungguhaﬁ pemerintah untuk menanggani pengussaan teknologi; dapaﬁ:
dﬂﬂm dari dibentuknya Badan Pengkajian dan Pengembangan Teﬁmamga
(BPFT). Di bidang imdustrialisasi, BPPT mengkaji alih teknologi: yang
éllaksaﬁakan melalui Rencana Produksi Progresif’

“Rencana Produksi Progresif memiliki emipat tzhap. Tahap perfams,
teknaie}gx yang ada digunakan untuk meémproduksi barang dan jesa deng&’n
lisensi,: ‘dengan. maksud mendapatkan nilal tambah. Tshap - kedus,
mengintegrasiken teknologi vang ada dalam produk-produk dan model-model
baru dengan menggunakan . ‘teknologi sejenis . atau “imengawinkan
teknologi-teknologi vang ada. Tahap ketiga, teknologi yang ada diperdalam
dan‘bahkan dicobz menclptakan suatu te%moiegl bam Tah@ &eempm "‘isei
d&sar sistematis.®

“Undang-undang Norrmr i Tahun 1%‘? tentaﬁg ?@namaman Mﬁdai Asmg
mencanmmkan datam: pasal R

' “Mﬁdaz asing tidek y‘mw;a berbentuk valuta asing, tetapi meiema ps&éa
alar-alat  perlengkapan  tetap  yong  diperlukan  uptuk  menjalankan
. perusahaan-peruschaan di Indonesia, penemuan-pengmuan milikorang/badan
v GiSing yang dipergunakar dulam perusehaan di Indonesia dan keuntungan
... yang bolek ditransfer ke luar negeri tetapi dzpﬁrgunakgn kembali i
'_s’ndonssza _ : R

'. :Bariketenmaﬁ di atas da_pai kita katékan,'p'engaiﬂzén teknologi édaié%
dalam bentuk investasi langsung dan dapat pula melalui lisensi technical
know-how atau knowledge yang sudah dipatenkan maupun yang belum

T Frercois Raillon, Op. e, h. 63
® IBid., h. 55-56

Frosoen TEHRD



'.mpatenkaﬁ e o i -
Daiam kaitannya dencan perolehan teknoiogz melalui investasi, . “da_ :

b elémahan 'yang menonjol pada mvestor indonesm dalam rangka -
eknologi. sebagax berﬁmt g ETp '

i Tahap adentni" kasa ﬁekmi@ga

0 Calon: mvestcr sangat seda}at yang memperoieh sumber mformas
- “Mer ___a-hanya mendengar adanya satu paket mengenai:mesin dan: peralatan-_ o
: yang' tersedia. -baik 'yang sudah:berproduksi-di negara lain maupun yang.

..-..'_."dssusun oleh agen penjual-atay konsultan; ietapi jarang-ada investor.secarg

serius menekuni teknologi yang akan dzplhhnya melalui studi perbandingan
sendiri. “‘Apabila:mereka. mempunyai . partner .asing, biasanya pemxhhan_ '
teknoioga dlserahkan sepemxhnya kepada parmemya : '

2 Tahap negossasx

---Meskxpun calon investor sudah mulax menggunakan konsulta.n atau_
pemaszhat untuk negoisasi; namun dalam perjanjian teknologi, yang dxsetu_;ux
beg}tu saja pihak Indonesia;-Misalnya, tentang penggunaan bahan baku yang.
harus berasal darl induk- perusahaan, ‘pelarangan: ekspor ke negara yang
sudah mempunyai pabrik yang sama, keharusan penelitian hasil produksi di
laboratorium ' di -luar negri, penggunaan tenaga -ahli untuk memasang,_'
menguji; ‘dan. menjalankan ‘mesin .dengan pembayaran sangaf tnnggz -
keharusan adanya pengawasan secara periodik. s

' Demikian juga, dalam' cara-cara pembayaran - dan }amman atas
hex_‘ope_rqs_mya ‘mesin dan peralatan untuk memenuhi kapasitas tertentu yang
tercantum * dalam konirak - kadang-kadang - .- kurang melindungi pihak
Indonesia. Sering terjadi perbaikan yang harus-dilakukan setelah jangka
wakiu fertentu, yang tanpa disadari oleh pihak. Indonesia hanya memakan
waktu singkat; harus dibayar Indonesia.

::Keharusan:- melaksanakan - pelatihan ' sering puia merugzkan pxhak
Ipdone_sm Juga mengenai ketepatan wakiu kehadiran tenaga ahlli , apabiia
terjadi keterlambatan , akan merupakan beban tambahan pihak Indonesia,
karena adanya kesukaran untuk mendapatkan ijin imigrasi, ijin kerja dan
sebagainya.

Nomor 3 Tahun XXITT
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3. ’%‘a&a@

s%hh @aﬁmalﬁgz %erjada gada zahap i, Esﬂar k%ﬁﬁya 2 Eéﬁﬁ%ﬂi@gi
dapat dilakukan tenuama tergantung pada isi perjenjien alih teknologh.
sieskipun diterita afanya informasi teknologi secara terperinei, belum tentn -
berlangsung alih teknologi sectra bail. Kurang tersedianya tenaga-tenags -
yang berpendidikan dan berpengafamen merupakan kelemshan pihak
Tndonesia. Akibattiya, bagiun dari- teknologi ymg dmﬁmm m@mpakan
bagian yang kecll dari keselurutian telmologi. : el
.E“aﬁa_" saha pamngan tidak jarang: hagmn—b&gzan %e%m@ﬁagi itu memamg éfam
ilean oleh pemberi Hsensi secara keseluruhan karena sifanya sangat
rahasial Pada usihia - investasi: yang: ‘bukan patungan, - pikak  Indonesia
dimungkmm -untuk menguasal telmologl secars Resclunthan, Namwn
persoalannya, dpakeh pihak Indonesia mampu menyedizkan tenaga ahit serts
segala fasilitas dan perangkai keras maupun perangkat lonak yang diperfukan
wntuk memahami, emptakickan serta’ mielalmban  modifikasi dao
pengembangan teknologi tersebut.®
«:Sepintas-telah terjadi alih teknologi dari pemilik tekrologi ke negdrs
berkezﬁbaﬁg yang membububkan telmologi iu; manakaly negara industel
maju -maupun peruszhaan multi nasional ‘sebagai penyedia atay pemilik
teknologi telah memasukan teknologinya ke negara berkembang. Namun
apakah:alih teknologl it hanya diartikan sebagai perpindahan teknologi dari
suatunegara kenegara lain? Sesungguhnya peipindahan teknologl dari suaty
negara ke negara lain seperti iw fidak lebih dari suaty mobilitag skmologi
semata. Dan mobilitas teknologi bukanlsh ziih teknologl: sebagaimans
dimaksud - dalam uraian tentang hakekar alih teknologi 48 muka, B
dasarnya; yang ‘dikehendaki pada suatu -alih teknologi adalah terjadi alih
teknologi bilamana pzhak penerima teknologi menguasal rahasia t%%mﬂ%@ga
=tu ‘Halsemacam ini tidak dikehendaki oleh pemilik teknologi. :
~Seperti dikemukakan di muka, pemilik teknologi lebih suka: mea}&éikan
gﬁh&k penerima teknologi sebagai konsumen semata. Andaikata pemilik
teknologi hendak membuka rahasia teknologinys, ia ekan menetapkan
royalties yang sangat tinggl. Dan inipun belum fentu nnomk &:e%maieg% yaz‘%ﬁ
%am 3taupun um’uk teknologi "nomor saiu i

® M. Anwar rehim, “Sehiles Ferkembengen Ak Tebnologi & Indonesia®, Frisma, Ho.
4 Th. VI, Apadl 1987, b. 24-26
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' :_'.gaasa! 1319 BW Indonesia yang bunyinya:

x{ehebaszm %erkonirak dan Aﬁxh Teknolﬁga :

onesza hmgga saat ini belum mennh}u undang~undang terse -
Ry ‘_mengena"a]m teknologi. Karenanya, dalam perjanﬁan—perjanpan (kontrak) - -
glih tekn iogi: harus. tunduk -pada  hukum perjanjian. yang- bexiaku_;f '
"""Ketentu_ ketentuan umum tentang perjanjian yang diatur dalam buku I
KUH Perdata (BW) Indonesia, titel -satu sampal titel empat, berlaku juga
- nntuk pet;anjxan—perjanpan alih teknologi.-Halini didasarkan pada ketentuan* -

"Semua perjanjian, baik yang menymmya: nama khusus maupun yang zzd i
: : _m’tenai dengan. suatu. nama. tertenty, tunduk -pada- pemtumn—pemmran{-
L ummﬁ " : o

KUH Per.| (BW) Indonesaa menganut asas. kebebasan berkomrak
agaimana tercantum dalam pasai 1338, ayat (1).. Dengan asas ini, setlap
k hukum dapat mengadakan perjanjian apa saja asal perjanjian tersebut
memenuhx'persyaratan sahnya perjanjlan yang tercantum .pada pasal 132{). .
BW Indonesia. :

- Asas kebebasan berkontrak ml melarang campur tangan negara terhadap
pexjanjaan yang dibuat oleh para pihak. Beranjak dari hal tersebut, maka
negara i.c. pemermtahpun tidak boleh campur tangan dalam perjanjian. ai:h
wknolagz ‘Ini tentu saja berakibat pemerintah tidak’ dapat mengonirol isi
perjanjian .mengenai alih teknoiog1 Pemerintah tidak akan mengetahui,
2pakah benar-benar telah terjadi alih teknologl atau hanya sekedar mobilitas
'tekmioga‘? Apakah yang diperjanjikan untuk diahhkan, apakah teknologi
yang_ diperoleh itu benar-benar relevan bagi pembangunan nasional?
:Pemermtah tidak mungkm mengontrol setiap perjanjlan mengenai alih
teknologi it Oleh karena itu, ada baiknya kalan pemerintak membuat
'undang ;mdang yang mewapbkan para pxhak yang terlibat dalam perjanjian
alih teknologi untuk mendafiarkan perjanjiannya kepada instansi yang
berkompeten terhadap masaiah ‘masalah alih teknalogz sementara belum ada
ketenfuan khusus yang mengatur alih teknologi. Di samping itu, diberikan
suatu. hak pada pemerintah untui( dapat membatalkan perjanjian-perjanjian
yang dianggapnya tidak menyebabkan alih teknologi sebagaamana diharapkan
rencana pengembangan teknologi.”

D@ngan menggunakan asas hukum lex specmlzs der@ga&t lex generalis,
dxmungkm}can ga@nyxmpangan asas kebebasan berkontrak tersebut dalam hal
perjaniian-perjanjian alih iekn@logx .

Ada baiknya di sini dikemukakan bahwa Persenkataa Bangsa- Bangsa
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melalui Resolusi Sidang Umum ‘telah mengesahkan ketentuan mengenai
'g:aambatasan-pem%atasan perjanjian alih weknologi. Ketentuan ini dibentuk
‘oleh organisasi UNCTAD (Kelompok 77, Kerjzsama Internasional Sehatan
= Selatan) pada tanggal 22 April 1982, yang dinamakan Ser Pmsezﬁi’es and

10, "'?ﬁg @9&%3 af ﬁesmewd .&a‘smess Pmmwg (i%xsmgkat m

-- _ersyarataﬁ peﬁrsyaratan g;emba‘tasan yer;anjmn ahh teimﬁiegl @ﬁem@km
"dengan kes:enman&&%anman se%aagax benkut

A Ke%mmsan memuat &emang,

' Pemeiasan térinei mengenai %entuic dan cara—cam pengahhan
teknologi asifg ke dalam negeri;
Rinclan harga setiap komponen teknologi;
 Penjelasan terinci tentang ketentua;a-kesenman pembayaran
* ‘transaksi, khususnya pemilihan  mate uang asing “dan
7 wrunenaiknya kuis uang vtk pembayaran di Fu&r nege :
47" Jangka wakiu berlakunva transaksi, dan
Penjelasan mengenai paten yang dlgtmakaﬁ kalau ada

o mengenax jangka Wa.ktu beriakunya

B K@hﬂrﬂsan memberskan gamman-,jamman dalam pergan;aam. -

- ‘Teknalegi mempunyax kemampuan meﬁc&p;ﬁ t
' produksi dan standar kua}nas pmduksx aehagaamam ;
* “dalam perjanjian; e
 ‘Penerima teknologi berhak mem.’éa?aﬂ{aﬁ semua perbaikan
~ dan ‘pembaryan yang dzﬁakukan selama jangka wakiu
 perjanjian masih berlaky, juga semua barang. modal, E}a,han
_ sefengan jadi, bahan baku suky cadang, dan j jasa-jass yang
ada hubungannya dengan teknologi yang diperlukan olch
_'penermm dengan harga yang Exdak ma:a m@iebim h&z’ga
v pasar wiemaswmi yang berlaky;
3% Unwk o kelancaran - alih  teknologi  secara  efekiif,
E panyedza/semmk teknologi harus melaksanakan antara lain;
~mempergunakan semaksimal mungkin tenaga ker_;a Tokal,
jasa konsultan dan tenaga ahli know-how lokal, serta R & D
* lokal, mengikuisertakan tenaga lokal sejak studi kelayﬁkan,
latihan dan pendidikan lokal unmk memparstapkaﬁ alih fugas
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r"'_operasmnai sebagai bagian dari transaksi; Fi
“Penyedia/pemilik ‘teknologi® harus | sebanyak mungk
~menggunakan:‘bahan -baku, ‘suku cadang; “dan’ pendukungffl”
- lainnya yang sudah ada di dalam negeri penerimateknologi;
- "-Jaminap-jaminan lain yang pada umumnya diberikan kepadaf'ff '
_--Z"-_.fpenenma teknoiogl sebagaa penglmpcr teknoiogi ; :
-"-Sejenls, W ; x ; . " SR ;

'D Law.mgan uniuk mencantumkan ketemuamkeientuan yang.}-
membam& kelmampuan penenma éekn@lagi anmm Eam '

: :.Untuk mengadakan teknologa peiengkap darx sumber lam, ;
- ‘Dengan . -mengharuskan penerima : teknologi . antuk..f
_ memperoleh barang :modal, ‘barang setengah jadi, bahan
e bakugtsuku: cadang dan jasa- jasa:laianya yang. dlperiukan.
7 semata-mata - dari- sumber - yang dztetapkan ﬂieh_
penyedia/pemllik teknologi;. :

~Hak - funggal * menjual, menetapkan harga ch tangan

penyedia/pemilik teknologi; - o -

4, Jangka waktu fransaksi melebihi jangka waktu yang
- e 18 Uoogitetapkan oleh pemerintah oo L

Walaupun RBP Code ini tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai
hukum, tetapi ketentuan-ketentuan tersebui dapat dipertimbangkan uniuk
dijadikan referensi daiam menyusun rancangan hukum perjanjian alih
teknologi.« E

Beniuk perjaruxan d1 b;dang ahh teknologx yang pahng sederhana adaiah
penasihatan teknik, Hal inj terjadi akibat ekspor produk-produk tertentu oleh
konsumen tidak diketahui cara _penggunaannya. Oleh karena ‘itu, pihak
pemsahaan pengekspor harus. memberikan penjeiasaza mengenal bagaimana
mempergunakan produk-produk tersebut, yang tidak dilakukan sendiri olch
perusahaan tersebut, ‘melainkan dllakukm ‘oleh agen yang ada ‘i negara
penerima. Agen tersebut harus juga mampu. untuk meiakukan perbaikan
apabﬂa terjada kerusakan atas produk tersebut sekaiigus menyediakan suku

¥ M. Davd Sialahi, Op. ez, h. 45 -~
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cadangnya. Delam siuesi semacem ini, depatiah dikatakan terjad ik
teknologi dari- perusshaan pengekspor kepada agen ‘Ytersebut, Kareny
nerusehaan ferscbut mengajarkan kepada ag@nnya hagazmam menggunskan
dan memperbaiki produk yang diekspor ful- :
. Kadang-kading, -suaiu megara mﬁmaﬁg mpor %armrg jadi “nntuk
g:am{iukxgar@éask tertentu sehingga dilakukan ustha perakitan. Kualitas produk
rokitan ini ténty hams sama dedgas pr@d‘m{ vang dibuat perusshiaan
g}éﬁgeksp@r di segata asalnya. Dengan demikian, fa akan delakukan
pengawasan - iethadsp kualitss: produk lokal.’  Unwieing, perusabasn
pengekspor aken memberikan bantuan eknis kepada pihék. perakit,
- mengingat tidak samanya ?{emampuan ahli Iokal dengaﬁ ahtli ﬁegara asaﬁ
tgknologi tersebuti® oo b

Perjanjian fisensi @aaﬁab mﬁaﬁa sag %'efzmé: aﬁ‘sﬁ% a‘eﬁma ﬁgz 5ﬁ§ﬁﬂ}‘ﬁ yafsg
Inzim dilakukon. Melalui perjanjian lisensi ini dimungkinkan astuk
mengalihkan patendan technical kmow-how. Mengenal paien, Indonesia felah
memiliki: Undang-undang tentang Paten,'* y&m& ﬁﬁdangundang Nomor &
’E‘ahun 1988 (zelaniuinya ditulis JU Pafenmy. -

wiMenurug UU Paten, pada dasaraya yez}aﬂﬁaﬁ imem& ini hanya bersifat
pembemn hak untuk menikmati manfast ekonomipaien, dalam jangka § :
tertentu dan dengan Syarat ferientu {penielasan pasal 76 ayat €ty ). Ba%am
kaitannya dengan perjanjian ini, maka untuk memhuat per_‘gaa jian lisensi perlu
&zperhamkan ha}phai sabagan benkn% L

3. Perjamlan hams dxhuat da%am éﬁenmk akts zsetagas {pasal 73 ayat (1)
huruf d);

' Mohod Mz., “Usaha-Usshe Kearak Pengaturan dith Teknologi Dulam Mengasesi -
Perilalz: Perusahaan TWWJ Dz ﬁ:’é’g@m—wgar Sedang Eﬁrk@’miwng Yﬂfitfi&a, Ns 5 e
Tahu 1988, h 283-284, - y

e s Bs daiam slmu hﬂ&urﬂ, gaatea memgsakan d,ah satu i)agw.ﬁ E&Bﬁ m,l;k p@m}éu,@imﬂ ?ada_ o
'_éasamya, intelizcnal prepeny rights (hak mitik mm&akﬁ.&ﬁ} dahag; mcn;aé; hak sipta {ecpyright)
“dan hak mili périndustrian,  Hak milik perindosisisn’ini dibagi lagi ptas paten, merek dani.
widesgin produk indugiel.  cHak Cipte- adeleh. hak Thusus dalam . weliu  terienta maiyk- o
o %mc-@an%k atag. mﬁgumbmkm karyanya sebagai hasil breatifitas éalam Gidang meni, 1Im3A
. pengetshuan dan sagtes sten unink memberd | n;m pacs pibak lain utuk izefbéza{ serupe, Paten
" pdnlah Bk Kiutsus yang diberiban kepade peneme atau pensipie sekotogi yeng menpandung bal
eras Berlfar Born (noveky) boil ariuk borongnye moupun stnuk proses hevia melanisme.
penzmugannys. Maerek adelah hak Rhusws snnd merek, yang berupa tandz ofau nama, gloupss
Eombinasi keduanye, yeng dibubuhken pods suciu borang otow kemasor bapeng it anak
sembedakan perurahioon pembusuys deagen perasahisan loin, Dol prodnk ndnsis adalsh
syt pengakuan ievhadop suaiy desain delzm bidang indusir.,
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: ecuai; dzperjanjakan luin; maka ruang: hngkup lisensi meliputi:
" ‘Wembuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, =
'_menyediakan untuk dijual atau d;sewakan atau dzserankan-_:';_
-+ hasil. produksx yang diberi-paten;- i
. 'Menggnnakan proses produksi yang dabenkan paten un uk:
" membuat. barang :dan- nndakaﬁ lamnya sebagaimana"' _
: dimaksud dalam husufa. oo
'--Kecuah dip@r_;an_glakan lain, maka pemegang @aten tetap bolehx’j L
ekaksﬁnakan sendiri atan memberi lisensi kepada pihak ketigalainnyz
“melaksanakan perbuatan sebagalmana dimaksud dalam.angka 2
= ¢ Lisensi‘yang demikian hanya diberikan. kepada: -
'-'pemegangnya, : yang dinyatakan secara ‘tegas di dalam perjanjxan,}_-”
___Apabiia tidak; maka. perjanjian lisensi paten tidak: memakmf-f} _
eperti ini (pasal 77 begerta penjaiasan pasa} tersebut) A
jajian - lisensi wajib: didaftarkan pada Kantor Paten” dan: dlcatat -
alam Daﬁar Umim Paten: (pasal 79 G B
_ _erjanj.zan hsensx dliarang memuat: ketenmzm yang Eanosung maupun; _
....;..-langsung “dapat. ‘menimbulkan - akibat. ‘yang --merugikan
-.;}erekomm;an Indonesia ‘atausmeémuat: pembatasaa vang :menghambat .
kemampuan baﬂgsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan
eknologi pada umumnya. dan yang berkaitan. deﬂgan penemuan yang
iberi paten tersebut:pada khususnya. Apabila: perjanjian lisensi ity
memuat ketentuan tersebut; maka pendaftaran dan pencatatarmya harus:
ztclak ﬁ]eh Kantor Pa:en (pasal ’?8} RO :

! i sampmg xtu UU Paten memungkmkan adanya ahh teknologs_-'
melalm mekanisme atau proses yang dinamakan lisensi wajib: Lisensi wajib
ini. dzatur dalam pasal'81 sampai. pasal:93 UU.-Paten: Lesensi wajib adalah
lisensi: untuk melaksanakan: suat: paten ‘yang. diberikan: oleh Pengadilan
Negeri. ‘setelah mendengar Pemewang Paten:yang bersangkutan (pasal 81).
Permintaan lisensi wajib oleh perorangan-atau badan-hukum hanya dapat
dilakukan dengan alasan;: -paten ~yang bersangkutan tidak: dilaksanakan di
Indonesia oleh pemegang ‘paten;: padzhal: kesempatan - melaksanakarmya_-
secars komersial sepatuinya ditempuh Lzsens: wajib ini hanya dapat

diberikan:

% pasal 1 angka 7 UU Paten, Kantor Faten adalah unil organisasi di lingkusigan
depaniemen pemerintzhan yang melakeanakan tugas dan kewenangan di bidang paten..'.
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1. Pemraagan atau badan hukums yaug mengajukan permintian %erseﬁut
: '__-dapat menuzzjuic%{aﬁ bukti “yang: meyakmkan i}ahwa ia:

&. mempunyaz kefnampuan uﬂmisc meiaksan&an senﬁim pa‘é@a yang
i+ bersatighutan secara penult;

‘miemnpunyal - fasilitas sendm 'ammk m&laksmakaﬁ p&%en yaiig
' bersangkutan secepamya, >

eﬁgamﬁm Nﬁg@za berpenﬁapat %ﬁhwa gaatexz térsebu% ﬁapai
ilaksanakan di Indonesia dalam skala ckonomi yang iayak dan @apat
emben keman%aataﬁ kepac%a sebagzan @esar m&sy& akal;

::Pemenksaan permmtaan liS%ﬁSi wajah dliakukaﬁ ﬁa%am pefszézmwaﬁ
dengan mendengarkan pendapat ahli dari Kantor Paten dan Pemegang
s Paten yang bersanghutan «(pasal -83). Pelaksanasan lisensi wajib ini

disertai pemberian pembayaran royalty oleh Pemegang Lizensi Wajily
srokepada - Pemegang © Paten - (pasal 85). Pemegang Lisensi- Wajiy
i rberkewajiban untuk mendafiarkan lisensi wajib yang diterimanya it

.pada Kantoz atea dan dacatat daiam ﬁaﬁar Umum Pamn @a&aﬁ amn.

Pada per_;anﬁan l:;sensx pemmbansan pemiazan apakah pemsahm bokai
i anak ‘memadai atau tidak layak diberi lisensi melalui suam perjajian
tergantung pada peruszhaan pemilik atay penyedia teknologi. « Karena i,
apabila perusahaan lokal itu dipandang-belum memadai untuk ‘il
lisensi melalui perianjian, maka perusahaan pemilik atan penyedia teknologi
lebibrsuka mengajaknya melakukan "joint venture®, Apabila perusahaan lokal
tidzk bersedia melaksanakan joint venture; bukan tidak mungkin pervsahaan
vemilik ataw-penyedia teknologi ity mendirikan subsidiary i negara tersehug.
Keuntungan 'mendirikan ‘subsidiary ini anitara lain, -perusshaan permilik
teknologiitu: memperoleh ‘keuntungan lebih besar dibandingkan dengan
royalty vang diterima melalui perjanjian lisensi. Selain itu, dapat dihindari
kemungkinan kompetisi-antara ‘pihak perusshaan pemilik - azau penygﬁm
tekmlega dan pemohan lssens& (pemsahaan iskai} Moo e

Penutup

Dalam persoalan alih teknologi, terjadi suain benturan antara duz

“ rdahmud Mz., Loe, off.
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S :,"kepentmgan, yaxtu kepentmgan negara sedang berkembang sebagai penenma .

2 S teknologi dan kepentingan pemilik atau penyedia teknologi. - Unfuk ita perla.

ol ‘___dalua pengatufan dalam suatu perangkat hukum TR
47 Kebutuhan akan pezangkat ‘hukum perjanjian di bidang alih’ teknologx o
.+ terutama pada periode industrialisasi dalam rangka pembangunan nasional,
terasa semakin mendesak. Perangkat thukum perjanjian ini hendaknya iebih:l :

I;.-_idennﬁkam dan negosaam kspentmganpembangunan ekoncmi nasional hams_._-- '
'__:;-diutamakan ' s

sk
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 tertentu, seba_gal upaya penyezmbangan kedua kepentmgan'-f .

ff"_bemnentas; pada pembangunan ‘nasional.- Maksudnya, dalam meiakukan SR





